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Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 
pekerja, untuk mendapatkan hak tersebut pekerja harus melakukan kewajiban, 
sebelum melakukan hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan saling melakukan 
perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, apabila kewajiban tidak 
dilakukan maka harus bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui proses perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dan peraturan 
perusahaan yang berlaku di perusahaan PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula 
Pakis Baru, Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 
kerja, dan Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dalam perusahaan. 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis 
penelitian deskriptif karena mengungkapkan secara sistematis dan menyeluruh 
mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam perusahaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan perjanjian, pekerja harus 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan, setelah memenuhi 
masing-masing pihak saling melakukan perjanjian, perjanjian terjadi karena 
adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, setelah terjadi kesepakatan 
maka timbullah akibat hukum, hak pekerja merupakan kewajiban dari perusahaan, 
hak perusahaan merupakan kewajiban dari pekerja, apabila kewajibannya tidak 
dilaksanakan maka harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian. 
 
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perusahaan (PT. Lajuperdana 
Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru) 
 
ABSTRACT 
Protection against labor law intended to ensure the rights of workers, to obtain the 
right of workers to do the obligation, before making the rights and obligations of 
workers and companies to perform mutual agreement with rights and obligations, 
if the obligation is not done then it must be responsible. This study aims to 
determine the process of bargaining between employers and workers and 
company rules that apply in the company PT. Lajuperdana Indah Pakis Baru Unit 
sugar factory, to determine the rights and obligations of the parties to the 
employment agreement, and to know the process for settling disputes within the 
company. The research method using empirical juridical approach with 
descriptive research because it reveals a systematic and comprehensive 
information regarding the legal protection for workers in the company. The results 
showed that prior to the agreement, workers must meet the requirements set by the 
company, after fulfilling each party to perform mutual agreement, the agreement 
occurs due to an agreement between workers and the company, after the 
agreement there arose as a result of the law, workers' rights is the obligation of the 
company, the company's rights is an obligation of the worker, if it is not 
implemented its obligations must be responsible and indemnify. 
 
Keywords: Legal Protection, Labor, Company (PT. Lajuperdana Indah Pakis Baru 
Unit Sugar Factory). 
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PENDAHULUAN 
“Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan” adagium ini 
nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih 
jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung 
karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan 
mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.
1
 
Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari para pekerjanya, 
hubungan antara perusahaan dengan para pekerja ini saling membutuhkan, di satu 
sisi pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, disisi lain 
perusahaan juga membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan 
perusahaan mencapai tujuannya. 
Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan 
masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga 
keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan 
ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan 
dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam 
menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran ini merupakan 
program perlindungan pekerja yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk 
mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.
2
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L. Husni, Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming), dalam Zainal Asikin, dkk, 1997, Dasar-




Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan 
tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, 
perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang 
berlaku dalam lingkungan kerja itu.
3
  
Pada konsiderans huruf d Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan menyatakan bahwa “perlindungan terhadap tenaga kerja 
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap 
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”. 
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ini terjadi karena adanya suatu 
hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja ini lahir karena 
adanya perjanjian kerja. Pasal 1 angka 15 Undang-undang No.13 Tahun 2003 
menyatakan bahwa“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, 
upah dan perintah”. Pasal 1 angka 14 Undang-undang No.13 Tahun 2003 
menyatakan bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 
kewajiban para pihak”. 
Perjanjian kerja baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi 
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian baik secara subjektif maupun secara objektif 
sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU No.13 Tahun 2003. Apabila pekerja dan 
pengusaha dalam mengadakan perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat 
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Ibid., hal. 75-76. 
4 
tersebut artinya mereka telah mengikatkan dirinya antara yang satu dengan yang 
lainnya, konsekuensi dari hal tersebut adalah pekerja dan pengusaha harus 
mentaati perjanjian yang telah mereka buat dengan menjalankan hak dan 
kewajiban masing-masing, jika tidak menjalankan kewajibannya maka harus 
bertanggung jawab. 
Adanya perjanjian kerja yang memuat tentang syarat-syarat kerja, 
pengupahan serta jaminan sosial merupakan hak-hak para pekerja yang dijamin 
oleh undang-undang, oleh karena itu para pekerja harus mendapatkan 
perlindungan hukum untuk dapat diperolehnya hak-hak tersebut, begitupun 
sebaliknya perusahaan juga harus memperoleh hak-haknya sesuai dengan 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama.  
Untuk melihat lebih jauh bagaimana perlindungan hukum yang telah 
dilaksanakan oleh suatu perusahaan khususnya di PT. Lajuperdana Indah Unit 
Pabrik Gula Pakis Baru yang bergerak dalam bidang pengolahan gula terhadap 
pekerja yang menjalankan perusahaannya, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian kerja antara 
pengusaha dan pekerja dan peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan PT. 
Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru, untuk mengetahui hak dan 
kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, dan untuk mengetahui proses 
penyelesaian perkara dalam perusahaan di PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik 
Gula Pakis Baru. 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data sekunder yaitu bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan data primer 
yaitu wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu 
5 
metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara menganalisis data sekunder 
dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja dan Peraturan 
Perusahaan yang Berlaku di Perusahaan PT. Lajuperdana Indah Unit 
Pabrik Gula Pakis Baru 
Proses perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha PT. Lajuperdana 
Indah diawali dengan perusahaan melakukan recruitment atau membuka 
lowongan kerja baik melalui media masa ataupun web beserta syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh calon pekerja, jika ada calon pekerja yang telah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dan telah lolos seleksi maka calon pekerja menjadi 
pekerja di perusahaan, kemudian pekerja dan pengusaha menandatangani surat 
perjanjian kerja yang sebelumnya surat perjanjian kerja tersebut telah dibuat oleh 




Perjanjian kerja terjadi karena adanya kesepakatan, kesepakatan ini terjadi 
pada saat pekerja dan pengusaha menandatangani surat perjanjian kerja, dengan 
kesepakatan tersebut timbullah hubungan hukum yang dengan hubungan hukum 
itulah menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan 
oleh pekerja dan pengusaha. Dari hak dan kewajiban tersebut timbul akibat 
hukum, apabila pekerja melaksanakan kewajibannya dengan baik maka pekerja 
mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, begitupun 
sebaliknya bagi pengusaha. Namun apabila tidak melaksanakan kewajibannya 
maka harus bertanggung jawab. 
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Samsul Hidayat, Legal and License Division PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru, 
Wawancara Pribadi, Pati, Kamis, 11 Februari  2016, Pukul 09:50  WIB. 
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Proses penempatan pekerja, penempatan pekerja ini adalah hak perusahaan 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan 
pekerja, kemudian bagi pekerja diberikan masa percobaan (Probation period) 
yaitu bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Dalam masa percobaan ini ada 
aspek penilaian yang akan menentukan layak atau tidak layaknya bagi pekerja 
untuk diangkat.
5
 Hal ini belum sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang 
No. 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan masa percobaan kerja bagi pekerja tetap 
paling lama adalah 3 (tiga) bulan.  
Peraturan perusahaan yang berlaku di Perusahaan PT. Lajuperdana Indah 
yaitu: Peraturan Perusahaan Nomor KEP/487/PHIJSK-PKKAD/PP/VI/2013 
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik 
Gula Pakis Baru sebagaimana disahkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja dan peraturan perusahaan tersebut mengacu pada Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
6
 dan Perjanjian Kerja 
Bersama Nomor: KEP. 562.3/179/2015 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja 
Bersama antara PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru dengan 
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Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja 
Hak dan kewajiban pekerja ini ada karena adanya hubungan kerja antara 
pekerja dan pengusaha. Hak dan kewajiban para pihak saling bertimbal balik, hal-
hal yang menjadi hak-hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha untuk 




Pada PT. Lajuperdana Indah ada tiga perjanjian kerja, yang pertama yaitu 
hak dan kewajiban para pihak pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT) diantaranya : (1) Pekerja wajib melakukan pekerjan, (2) Pekerja berhak 
mendapatkan upah, (3) Pengusaha wajib menentukan waktu kerja bagi pekerja 
yang merupakan hak bagi Pekerja/buruh atas waktu kerja, (4) Pengusaha wajib 
memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh, (5) Pekerja/buruh berhak 
memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan berhak untuk 
mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, (6) Pengusaha dalam hal tertentu berhak 
memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh tanpa penetapan dari lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pengusaha mempunyai hak 
dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan 
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat, dan (7) Pekerja/buruh wajib 
mentaati peraturan perusahaan.Yang Kedua yaitu Hak dan Kewajiban Pekerja dan 
Pengusaha pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu: (1) Pekerja 
wajib melakukan pekerjan, Pekerja berhak mendapatkan upah, (3) Pengusaha 
wajib menentukan waktu kerja bagi pekerja, (4) Pekerja/buruh berhak 
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Siti Hajati Hoesin, “Hubungan Kerja”, dalam Aloysius Uwiyono, dkk, 2014, Asas-Asas Hukum 
Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 60. 
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memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan mempunyai hak 
untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, (5) Pengusaha wajib memberi 
waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh, dan (6) Pekerja/buruh wajib 
mentaati peraturan perusahaan, dan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban pekerja 
dan pengusaha pada Perjanjian Kerja Harian Lepas, diantaranya :(1) Pekerja wajib 
melakukan pekerjan, (2) Pekerja berhak untuk mendapatkan upah, dan (3) 
Pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, 
dan pekerja juga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. 
Untuk pekerja waktu tidak tertentu harusnya pekerja berhak memperoleh 
jaminan hari tua, namun pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu hanya 
mengatur jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan 
kesehatan, sedangkan jaminan hari tua tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu, walaupun pada Perjanjian Kerja Bersama PT. Lajuperdana 
Indah pada Pasal 10 dan Pasal 20 mengaturnya, seharusnya pada perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu juga harus disebutkan agar jelas hak-hak atas jaminan sosial 
apa saja yang diterima oleh pekerja waktu tidak tertentu tersebut.  
Menurut pendapat penulis mengenai perjanjian kerja harian lepas antara 
pekerja dengan pengusaha PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru 
telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) KEPMEN Tenaga kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia No. 100 Tahun 2004, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian 
kerja harian lepas tersebut masih belum sesuai, karena terkadang pekerja dalam 
melakukan pekerjaan melebihi 21 hari dalam sebulan sebagaimana telah 
ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut, tetapi jika hal tersebut memang 
9 
terjadi dan pekerja tidak keberatan dalam melakukan pekerjaan atau dengan kata 
lain pekerja sepakat bekerja melebihi 21 hari dalam sebulan, maka dalam 
hubungannya antara pekerja dan pengusaha tidak ada masalah, namun hal tersebut 
belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Proses Penyelesaian Perkara dalam Perusahaan di PT. Lajuperdana Indah 
Unit Pabrik Gula Pakis Baru 
Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam menjalankan 
perusahaan sering terjadi perselisihan industrial, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
menyatakan bahwa: 
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya 
perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat 
buruh dalam satu perusahaan. 
 
Sejauh ini perselisihan yang sering terjadi di PT. Lajuperdana Indah  
Unit Pabrik Gula Pakis Baru adalah mengenai perselisihan hak, diantaranya 
seperti: (1) ijin tanpa adanya surat keterangan, (2) tidak disiplin, di antaranya 
terlambat dalam masuk kerja, pulang cepat tanpa ijin, melanggar aturan  
yang berlaku di perusahaan, dan (3) melakukan pencurian yang dilakukan oleh 
pekerja.9 
Terhadap pekerja yang melakukan pencurian maka langsung dilakukan 
Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan, hal ini berdasarkan Pasal 158 ayat 
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(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan 
dalam menyelesaikan kasus ijin tanpa adanya surat keterangan, tidak disiplin 
diantaranya: terlambat dalam masuk kerja, pulang cepat tanpa ijin, melanggar 
aturan berlaku di perusahaan tersebut maka proses penyelesaian yang dilakukan 
adalah dengan pemberian konseling, kemudian jika pekerja masih mengulang 
perbuatannya maka dilakukan penyelesaian dengan Bipartit, jika penyelesaian 
melalui bipartit ini tidak berhasil, maka diselesaikan melalui mediasi karena 
merupakan perselisihan hak, jika salah satu pihak keberatan dengan hasil mediasi 
tersebut maka dapat mengajukan ke arbitrase atau Pengadilan Hubungan 
Industrial. 
Pada PT. Lajuperdana Indah meneganai kasus-kasus di atas penyelesaiannya 
tidak sampai melalui mediasi, atau arbitrase ataupun ke Pengadilan Hubungan 
Industrial, karena dari pihak perusahaan sangat mengutamakan musyawarah. 




Berdasarkan penyelesaian melalui arbitrase atau PHI, bagi pihak yang 
melakukan kesalahan, kesalahan tersebut dapat didasarkan atas wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum. Dikatakan wanprestasi adalah karena telah lalai, 
ingkar janji atau melanggar perjanjian kerja. Wanprestasi dapat berupa empat 
macam, yaitu: a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) 
Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) 
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Kafka Zulkahfi, Legal and License Division PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru, 
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Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d) Melakukan sesuatu yang 
menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
11
 
Kasus-kasus yang telah disebutkan di atas yang dapat dikatakan perbuatan 
wanprestasi adalah tidak disiplin yaitu diantaranya : terlambat dalam masuk kerja, 
pulang cepat tanpa ijin, melanggar aturan yang berlaku di perusahaan, dan 
melakukan pencurian, karena telah memenuhi kriteria yang keempat 
yaitu:“Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”, 
karena pada perjanjian kerja mengatur akan hal tersebut.  
Pengganti kerugian untuk kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi 
menurut pendapat umum hanya dapat diganti dengan uang. (Karena uang adalah 
bentuk pengganti kerugian yang paling sedikit menimbulkan perselisihan).
12
 
Selanjutnya dikatakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH 
Perdata adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 
Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur 
yaitu: (a) Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmatig); (b) Perbuatan 
ituharus menimbulkan kerugian; (c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan 
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252. 
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Kasus ijin tanpa adanya surat keterangan, tidak disiplin diantaranya: 
terlambat dalam masuk kerja, pulang cepat tanpa ijin, melanggar aturan yang 
berlaku di perusahaan, dan melakukan pencurian yang dilakukan oleh pekerja jika 
dipadukan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, menurut 
pendapat penulis kesemua kasus tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan 
hukum, sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan 
pengaturannya pada Perjanjian Kerja Bersama PT. Lajuperdana Indah pada BAB 
VII Tentang Tata Tertib, Pelanggaran Peraturan dan Prosedur Pemberian Sanksi. 
Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum adalah 
sebagai berikut: a) Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa); b) 
Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa), c) Larangan 
untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa); d) Dapat minta 
putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.
14
 
Sejauh ini langkah perusahaan PT. Lajuperdana Indah terhadap pekerja yang 
melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tidak mengambil tindakan 
meminta ganti kerugian berupa uang terhadap pekerja, tetapi jika dengan 
musyawarah telah ditemukan titik temu antara pekerja yang melakukan kesalahan, 
serikat pekerja/buruh dan pengusaha maka selesailah permasalahan tersebut. Pada  
pelanggaran berat yang telah diatur dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 maka pengusaha dalam hal ini langsung melakukan Pemutusan 
Hubungan Kerja tanpa meminta ganti kerugian.15 
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Proses perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha PT. Lajuperdana 
Indah adalah sebelum dilakukan perjanjian, calon pekerja harus memenuhi syarat-
syarat untuk menjadi pekerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, setelah calon 
pekerja memenuhi syarat-syarat tersebut pekerja menandatangani surat perjanjian 
kerja yang sebelumnya surat perjanjian kerja tersebut telah dibuat oleh pengusaha 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Undan-undang No. 13 Tahun 2003. 
Perjanjian  kerja terjadi karena adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, 
kesepakatan tersebut terjadi pada saat pekerja dan pengusaha menandatangai surat 
perjanjian kerja. setelah terjadi kesepakatan maka timbullah akibat hukum, hak 
pekerja merupakan kewajiban dari perusahaan, hak perusahaan merupakan 
kewajiban dari pekerja, apabila kewajibannya tidak dilaksanakan maka harus 
bertanggung jawab dan mengganti kerugian.  
Pada penempatan pekerja tetap pemberian masa percobaannya melebihi 
batas 3 (tiga) bulan sebagaimana pengaturannya pada Pasal 60 ayat (1) UU No. 13 
Tahun 2003, mengenai hak pekerja tetap dalam mendapatkan jaminan hari tua 
tidak disebutkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu, namun di dalam 
Perjanjian Kerja Bersama PT. Lajuperdana Indah disebutkan, hak pekerja harian 
lepas dalam bekerja terkadang melebihi 21 (duapuluh satu) hari dalam sebulan, 
hal ini belum sesuai dengan Pasal 10 KEPMEN No. 100 Tahun 2004. Proses 
penyelesaian sengketa di PT. Lajuperdana Indah telah sesuai dengan Undang-




Pertama, bagi tenaga kerja baru hendaknya pada proses perjanjian kerja 
sebelum menandatangani surat perjanjian kerja hendaknya harus lebih cermat, 
lebih teliti dan memahami isi dari perjanjian kerja, karena perjanjian kerja ini 
yang akan menciptkan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang 
kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha. 
Kedua, bagi pengusaha, hendaknya mengenai hak dan kewajiban penting 
bagi pengusaha dan pekerja untuk lebih mempertahankan dan meningkatkan lagi 
akan kewajiban masing-masing, agar dalam menjalankan perusahaan berjalan 
dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. 
Ketiga, bagi tenaga kerja yang telah bekerja hendaknya selalu mematuhi 
aturan yang berlaku, baik paraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama ataupun perjanjian kerja agar tidak terjadi perselisihan 
dan dapat meminimalkan resiko ketenagakerjaan yang berlarut-larut yang dapat 






Asikin, Zainal, dkk. 1997. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada. 
Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti. 
Patrik, Purwahid. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir 
dari Perjanjian dan Undang-Undang), Bandung: Mandar Maju. 
Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa. 
15 




Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. 
 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu. 
 
